1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi (2007: 15), dalam membuat Putusan pengadilan, seorang

hakim harus memperhatikan apa yang diatur dalam pasal 197 KUHAP, yang

berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun

berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan

sebagaimana disebutkan dalam pasal 197 KUHAP.

Sistematikan putusan hakim adalah sebagai berikut:

1

2.

8.

0.

Nomor Putusan

Kepaa Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Y ang Maha
Esa)

Identitas Terdakwa

Tahapan penahanan (kalau ditahan)

Surat Dakwaan

Tuntutan Pidana

Pledooi

Fakta Hukum

Pertimbangan Hukum

10. Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan

11. Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
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12. Pernyataan kesalahan terdakwa

13. Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman

14. Kualifikasi dan pemidanaan

15. Penentuan status barang bukti

16. Biaya perkara

17. Hari dan tanggal musyawarah serta putusan

18. Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat

Hukumnya

B. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. la
menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di
sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan
member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat
hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.
Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang

bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya (Andi Hamzah, 2001: 97).

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan
diperlukan untuk menyelesaiakn perkara pidana. Dengan demikian dapat
dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi
terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus
dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti
dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau

kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui
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vis hakim yag mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak
pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum
atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisas etika, mentalitas,

dan moralitas dari hakim yang bersangkutan (Lilik Mulyadi, 2007: 119).

Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan
di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan
kepadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
(Pasal 191 Ayat (1) KUHAP). Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan
hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji
dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?

2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?

4. Bermanfaatkah putusanku ini? (Lilik Mulyadi, 2007: 136).

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang
baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik
pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang
tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa
rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada sga
aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam

membuat keputusan (Soerjono Soekanto, 1983: 125).
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Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus
mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga
putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan
yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut
diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi
hukum (van rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan

hukum (onvol doende gemotiverd).

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-
pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-
fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklus kumulatif dari
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang digukan dan

diperiksadi persidangan.

Menurut Lilik Mulyadi (2007: 139-140), teori lain yang berkaitan dengan dasar
pertimbangan hakim, yaitu dalam mengadili pelaku tindak pidana pemalsuan
dokumen, maka proses menygjikan kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan
pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan
teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenunhi
teori-teori sebagai berikut:
a. Teori koherens atau kosistensi
Teori yang membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang satu
dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan
keterangan saks yang lain. Atau, saling berhubungan antara keterangan saksi

dengan alat bukti yang lain (aat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184
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KUHAP). Dalam hal seperti ini dikena adanya hubungan kausalitas yang

bersifat rasional a priori.

. Teori korespodens

Jika ada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian, misanya, antara
keterangan saksi bersesuaian dengan norma atau ide. Jika keterangan saks
Mr. X menyatakan bahwa pembangunan proyek yang dilakukan oleh Mr. Y
tidak melalui proses lelang tetapi dilaksanakan melalui penunjukan langsung
Perusahaan Z. Persesuaian antara fakta dengan norma ini terlihat dalam

hubungan kuasalitas yang bersifat empiris a pesteriori.

. Teori utilitas

Teori ini dikenal pula dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada
manfaat (utility), yang memungkinkan dapat dikerjakan (workbility), memiliki
hasil yang memuaskan (satisfactory result), misalnya, seseorang yang dituduh
melakukan korupsi karena melakukan proyek pembangunan jalan yang dalam
kontrak akan memaka pasir sungai, tetapi karena di daerah tersebut tidak
didapatkan pasir sungai, lalu pelaksana proyek itu mempergunakan pasir
gunung yang harganya lebih mahal. Apakah pelaksanaan proyek itu dapat
dipersalahkan melakukan korupsi? Padahal dia tidak memperkaya diri sendiri
atau orang lain, bahkan dia merugi kalau memakal pasir gunung. Kasus seperti
ini dapat diteropong melalui kacamata teori yang ketiga ini, karena

kepentingan umum untuk melayani masyarakat terpenuhi.
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C. Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan Kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan
berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek
adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum
pidana, yang rasional yaitu memenunhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap berbagal sarana sebagai reaks yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum
pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana
pidana dipanggil untuk menanggulangi keahatan, berarti akan dilaksanakan
politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1983: 109).

Menurut E Utrecht dan M. Saleh Djinjang (1982), pelaksanaan dari politik hukum

pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

1. Tahap Formulasi
Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat
Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan
kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini
dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan
perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang
paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini

disebut Tahap K ebijakan Legid atif.
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2. Tahap Aplikasi
Y aitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh
aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai  Pengadilan.
Daam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta
menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh
pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak
hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap

ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekus
Y aitu tahap penegakan (pel aksanaan) Hukum secara konkrit oleh aparat-aparat
pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas
menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh
pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan
daam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah
ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu
dadam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan
Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan

nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap Penegakan Hukum Pidana tersebut, dilihat sebaga usaha atau proses
rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapal tujuan tertentu, jelas harus
merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan
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Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagal sarana sebagai reaksi
yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal)
maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan
yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan,
berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan
untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan
dan situas pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto,

1983: 109).

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosia
(social policy). Kebijakan sosia dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk
mencapal kesgahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus
mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat
dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal
ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha
yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik

kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal.
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum
pidana yang didalamnya terdapat dua masal ah sentral, yaitu :
a. Perbuatan apa yang seharusnyadijadikan tindak pidana.

b. sanks apayang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.
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2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Pend
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi
penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,
namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya

kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2003: 158).

Berkaitan dengan pentahapan kebijakan, Barda Nawawi Arief (2003: 173)
menyebutkan bahwa perwujudan kebijakan melalui tiga tahap:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.

2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan, dan

3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Dilihat sebagal satu kesatuan proses, maka tahap kebijakan pertama dapat pula
disebut sebagal tahap kebijakan legislatif yang merupakan tahap paling strategis.
Dari tahap kebijakan legidatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman
untuk tahap-tahap berikutnya. Kebijakan formulas hukum pidana ini memang
sepatutnya  dikgi karena merupakan tahap paling strategis dari  upaya
penanggulangan kegahatan melalui penal policy. Oleh karena itu, kesalahan/
kelemahan kebijakan formulas dapat dipandang sebagal kesalahan strategis dan
oleh karenanya dapat menghambat atau setidak-tidaknya mempengaruhi
efektivitas penanggulangan kegahatan dengan hukum pidana (Barda Nawawi

Avrief, 2003).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum)
pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan

masyarakat (social welfare), maka wajar apabila kebijakan atau politik hukum
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pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosia (social policy).
Kebijakan krimina dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan
salah satu kebijakan, selain kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya (politik

sosid).

D. Tindak Pidana Psikotropika

Menurut Andi Hamzah (2001: 42), tindak pidana memiliki pengertian perbuatan
yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat
melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Tindak
pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan
dengan pidana apabilaia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenal kesalahan yang dilakukan

Beberapa pasal dalam KUHP yang menyebutkan beberapa jenis tindak pidana

adal ah sebagai berikut:

1) Setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia(pasal 2
KUHP)

2) Setigp orang Indonesia yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasa
104, 106, 107, 108, dan 131 KUHP (Pasal 4 KUHP)

3) Setiap orang Indonesia yang melakukan kejahatan mengenai mata uang atau

uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai



4)

5)

6)

7)

8)

24

meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah
Indonesia (Pasal 4 KUHP)

Setiap orang yang melakukan pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang
atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah
Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga,
yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai
pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang
palsu atau dipal sukan, seolah-olah adli dan tidak dipalsu (Pasal 4 KUHP).
Setiap orang yang melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal -
pasal 438, 444 sampa dengan 446 tentang pembgakan laut dan pasal 447
tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bgjak laut dan pasal 479
huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479
huruf I, m, n, dan o tentang keahatan yang mengancam keselamatan
penerbangan sipil (Pasal 4 KUHP).

Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia yang melakukan salah
satu kejahatan tersebut dalam Bab | dan 1l Buku Kedua dan pasal-pasal 160,
161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP (Pasal 5 KUHP).

Warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia yang melakukan salah
satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan
Indonesia dipandang sebagai keahatan, sedangkan menurut perundang-
undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana (Pasal 5
KUHP).

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut

melakukan perbuatan pidana (Pasal 55 KUHP).
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9) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan
atau martabat, memakal paksaan, ancaman atau tipu karena memberi
kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan senggja menghasut supaya

perbuatan itu dilakukan (Pasal 55 KUHP).

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika).

Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah:

a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan
dan ilmu pengetahuan;

b. Mencegah terjadinya penyal ahgunaan psikotropika;

c. Memberantas peredaran gelap psikotropika

(Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika).

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika,
pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan

dengan psikotropika. Pasal 46 menyatakan bahwa pembinaan diarahkan untuk:
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a. Terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan
dan ilmu pengetahuan;

b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;

c. Méeindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat
menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas penyal ahgunaan psikotropika;

d. Memberantas peredaran gelap psikotropika;

e. Mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam
kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika; dan

f. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan

teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Menurut Dadang Hawari (2002: 7), penyalahgunaan psikotropika adalah
penggunaan salah satu atau beberapa jenis Psikotropika secara berkala atau teratur
diluar indikasi medis,sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan
gangguan fungs sosial. Ketergantungan psikotropika adalah keadaan di mana
telah terjadi ketergantungan fisik dan psikis, sehingga tubuh memerlukan jumlah
psikotropika yang makin bertambah (toleransi), apabila pemakaiannya dikurangi

atau diberhentikan akan timbul gejala putus zat (withdrawal syamptom).

Menurut Dadang Hawari (2002: 8), tingkat pemakaian psikotropika adal ah:

a. Pemakaian coba-coba (experimental use)
Adalah pemakaian psikotropika yang tujuannya ingin mencoba,untuk
memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian pemaka berhenti pada tahap ini, dan

sebagian lain berlanjut pada tahap |ebih berat.
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b. Pemakaian sosial/rekreasi (social/recreational use)
Adaah yaitu pemakaian psikotropika dengan tujuan bersenang-senang, pada
saat rekreas atau santai. Sebagian pemakal tetap bertahan pada tahap ini,
namun sebagian lagi meningkat pada tahap yang lebih berat

c. Pemakaian Situasional (situasional use)
Adalah pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu seperti ketegangan,
kesedihan, kekecewaan, dan sebagainnya, dengan maksud menghilangkan
perasaan-perasaan tersebut.

d. Penyalahgunaan (abuse)
Adaah pemakaian sebagal suatu pola penggunaan yang bersifat patologik/
Klinis (menyimpang) yang ditandai oleh intoksikas sepanjang hari, tak
mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali
mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh.
Keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional atau okupasiona yang
ditanda oleh: tugas dan relass dalam keluarga tak terpenuhi dengan
baik,perilaku agresif dan tak wajar, hubungan dengan kawan terganggu, sering
bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu

berfungsi secara efektif.

e. Ketergantungan (dependence use)
Adaah telah terjadi toleransi dan gejala putus zat, bila pemakaian psikotropika
dihentikan atau dikurangi dosisnya. Agar tidak berlanjut pada tingkat yang
lebih berat (ketergantungan), maka sebaiknya tingkat-tingkat pemakaian ini
memerlukan perhatian dan kewaspadaan keluarga dan masyarakat, sehingga

perlu dilakukan penyuluhan.



